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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai alat yang disebut organ perseroan, 

gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan 

sesuai dengan tujuannya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu 

organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan 

memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang 

tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan 

komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat 

tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. 

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS 

sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan asal 

semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari 

organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun 

direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak 

berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa 

atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah 

bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.  
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Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan 

perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-

mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. 

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas 

segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan 

dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak 

diberikan kepada Direksi dan  Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan 

dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 

Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

Tentang Perseroan Terbatas tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan 

undang-undang tersebut. sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar  

semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat diubah melalui perubahan 

anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-

undang. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal 

penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada 

pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang 

RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam 

setiap rapat. 
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Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan 

tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, 

pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, 

menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, 

pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan. 

 

B. Direksi 

Pada perseroan terbatas dapat dijumpai keadaan dimana pemegang 

saham juga menjabat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewa komisaris. 

Hal ini disebabkan hukum tidak mengatur lebih jauh bagaimana struktur 

organisasi suatu perseroan. Hukum hanya menentukan bahwa setiap perseroan 

wajib memiliki direksi, tanpa mempersoalkan apakah anggota direksi juga 

berkedudukan sebagai pemegang saham, atau apakah anggota direksi yang 

diangkat itu berasal dari luar lingkungan perseroan, atau anggota direksi yang 

diangkat itu sebelumnya merupakan karyawan perseroan.
22

 

Adapun yang tidak boleh oleh hukum adalah adanya seseorang yang 

berkedudukan sebagai anggota direksi sekaligus sebagai anggota dewan 

komisaris. Antara jabatan direksi dan pemegang saham tidak ada relevansinya. 

Oleh karenanya, jika pemegang jabatan direksi sekaligus adalah pemegang 

saham, hal ini semata-mata suatu kebetulan. 
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Hasbullah F.Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.95  
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Hukum tidak mengaturnya karena dianggap sudah demikian menurut 

ajaran yang berlaku, sebab untuk menjadi anggota direksi, seseorang itu tidak 

perlu menjadi pemegang saham, kecuali anggaran dasar menentukan lain, 

sebab sebagai direksi yang dipentingkan adalah kemampuan memimpin dan 

mempunyai manajerial dan skill yang tinggi. 

Kepastian dan integritas merupakan hal yang harus menjadi 

pertimbangan saat seseorang akan diangkat menjadi anggota direksi perseroan. 

Direksi berhak mengangkat pegawai perseroan guna membantunya 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi bertugas mengurus 

sekaligus mewakili perseroan. 

Direksi dan dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan 

perseroan. Pertama, sebagai organ,  ia merupakan bagian esensial dari 

perseroan. Kedua, ia mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan 

selaku badan hukum mandiri. Oleh karenanya ada penulis mengatakan bahwa 

anggota direksi dan anggota dewan komisaris bukan karyawan perseroan. 

Tugas pengurusannya menyebabkan direksi disebut organ pengurus. 

Ruang lingkup tugasnya adalah mengurus dan menjalankan kegiatan sehari-

hari perseroan. Tidak ada organ selain direksi yang mempunyai tugas 

pengurusan. Mengingat hal ini, maka ada yang berpendapat bahwa pada 

dasarnya setiap anggota direksi merupakan bagian dari perseroan, dan bukan 

sekedar sebagai karyawan perusahaan. 

Untuk pertama kalinya pada saat perseroan didirikan, direksi diangkat 

oleh para pedirinya. Pengangkatan selanjutnya dilakukan oleh RUPS. 
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Demikian menurut Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang 

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kewenangan RUPS ini tidak dapat 

dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya. Pasal 93 jo Pasal 8 ayat (2) butir 

b UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan hanya orang pribadi yang dapat 

diangkat sebagai direksi, tidak dimungkinkan adanya badan hukum yang 

menjabat sebagai direksi perseroan terbatas.
23

 

Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas, yaitu: 

a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan. 

b. Mengelola kekayaan perseroan, dan 

c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
24

 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, jika 

Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili 

perseroan adalah setiap anggota direksi. Walaupun demikian, apabila dalam 

anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili 

perseroan, maka anggota direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika 

Direktur Utama memberikan kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan 

tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan iktikad baik. 

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa setiap 
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anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab 

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti bahwa 

setiap anggota direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan 

kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan 

dengan hal ini Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas 

menjelaskan bahwa, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 

kerugian perseroan apabila dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. 

2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian dan penuh 

tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud 

dan tujuan perseroan. 

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan 

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
25

 

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang 

berwenang memberhentikannya. Oleh karena anggota direksi diangkat oleh 

RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPD pula. Dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 

pemberhentian anggota direksi diatur di dalam Pasal 105 dan Pasal 106 

Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut. 

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi 

bertanggungjawab penuh terhadap perseroan dan mempunyai iktikad baik 

                                                 
25
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terhadap tugas yang dilaksanakannya, dan terhadap direksi yang melakukan 

kesalahan harus mempertanggungjawabkan dihadapan RUPS. 

C. Dewan Komisaris 

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas, bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan 

mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah 

melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, 

jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan 

maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada direksi. 

Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus 

perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau berdasarkan 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan menjalankan 

tugas untuk mengurus perseroan, maka komisaris mempunyai konsekuensi 

sebagaimana yang melekat pada direksi. 

Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris tercantum dalam 

ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas, yang menghendaki anggota Dewan Komisaris adalah 

orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak 

pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan 

pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 

merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan. 
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Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Dewan 

Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada direksi. 

Selain itu, komisaris bertanggungjawab kepada pihak ketiga dalam 

kapasitasnya sebagai pengurus, ia mewakili kepentingan perseroan di dalam 

maupun di luar pengadilan.
26

 

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa, tugas dari 

komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kerja yang dilakukan oleh 

direksi dalam menjalankan roda perseroan. 

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham yang mempunyai 

wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi 

jalannya perusahaan. Adapuntugas dan wewenang dari dewan komisaris 

adalah: 

a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan 

perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota direksi. 

b. Dewan komisaris dapat memeriksa semua pembekuan surat dan alat 

bukti lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan 

lain-lain. 

c. Berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah 

dijalankan oleh direksi. 

d. Memberhentikan dengan sementara anggota direksi apabila anggota 

direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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D. Direktur 

Direktur mempunyai tanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan 

perusahaan kepada para pemegang saham dalam rapat umum pemegang 

saham. 

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut: 

a. Direktur bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan 

i’tikad baikuntuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan 

tujuannya dan selalu mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku. 

b. Direktur mewakili perseroan didalam dan diluar tentang semua hal dan 

segala kejadian yang mengikat perseroan dengan pihak lain. 

c. Melakukan koordinasi dengan seluruh manager dan kepala bagian 

yang ada. 

d. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi operasional 

untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rapat umum 

pemegang saham. 

e. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi 

serta mengendalikan jalannya perusahaan agartetap sesuai dengan 

kebijaksanaan dan anggaran dasar perusahaan. 

f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama, meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. 

g. Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh 

bawahannya dan menilai prestasi dan potensi karyawannya. 
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h. Menentukan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan 

hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya. 

i. Menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, 

dan pemutusan hubungan kerja, terhadap karyawan-karyawan. 

j. Memberikan otoritas atau persetujuan mengenai pengeluaran 

penerimaan uang yang sesuai dengan hasil rapat umum pemegang 

saham. 

k. Mempertanggung jawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan 

dalam rapat umum pemegang saham. 

Direktur merupakan bagian dari struktur dan organisasi sebuah 

perseroan. Direktur mempunyai tuga dan wewenang di bawah direksi, direktur 

merupakan orang yang secara langsung melakukan operasional perusahaan dan 

melaporkan kepada pihak direksi. Oleh karena itu direktur dapat dikatakan 

pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu perseroan. 

Apabila direktur tidak dapat membawa suatu perusahaan lebih baik, maka 

orang yang bertanggung jawab adalah direktur. 

 


